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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekurangan staf dan beban kerja terhadap 

kepuasan kerja pegawai dengan pengembangan karier sebagai variabel moderasi pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Kekurangan staf dan tingginya beban 

kerja menjadi tantangan yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, pengembangan karier diharapkan mampu 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara kekurangan staf, beban kerja, dan kepuasan kerja. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan 

melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Kepulauan Riau. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi (Moderated 

Regression Analysis/MRA) untuk menguji pengaruh langsung maupun pengaruh moderasi variabel 

pengembangan karier. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa kekurangan staf dan beban 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Selain itu, pengembangan karier 

diharapkan mampu memoderasi hubungan tersebut sehingga organisasi dapat meningkatkan 

kepuasan kerja melalui kebijakan pengembangan karier yang efektif. Temuan penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dalam menyusun strategi pengelolaan 

sumber daya manusia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pegawai, pengelolaan beban kerja, 

serta pengembangan karier guna meningkatkan kepuasan kerja pegawai. 

Kata Kunci: Kekurangan Staf, Beban Kerja, Kepuasan Kerja, Pengembangan Karier, Variabel 

Moderasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, karena kualitas, kompetensi, serta tingkat 

kesejahteraan pegawai berbanding lurus dengan efektivitas kinerja organisasi. Dalam 

konteks sektor publik, peran aparatur pemerintah menjadi semakin strategis karena tidak 

hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai representasi negara dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ahmed, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan 

sumber daya manusia yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan 

kerja pegawai menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan reformasi 

birokrasi. 

Kepuasan kerja memiliki posisi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya 

manusia karena terbukti berkorelasi dengan berbagai aspek kinerja organisasi, seperti 

produktivitas, komitmen organisasi, loyalitas, serta kualitas pelayanan publik (Samaniego 
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et al., 2026). Kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya yang 

terbentuk melalui evaluasi terhadap berbagai aspek pekerjaan, seperti kompensasi, kondisi 

kerja, hubungan interpersonal, dan kesempatan pengembangan karier (Robbins dan Judge, 

2017). Pegawai dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja 

yang lebih optimal, memiliki motivasi intrinsik yang kuat, serta mampu memberikan 

kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, tingkat kepuasan 

kerja yang rendah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan 

kinerja, meningkatnya stres kerja, serta melemahnya kualitas pelayanan publik (Anisa, 

Yusuf, 2025). 

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya manusia di instansi 

pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah 

kekurangan jumlah pegawai dan tingginya beban kerja. Meskipun pemerintah secara 

berkala membuka seleksi aparatur sipil negara (ASN), keterbatasan formasi serta tingginya 

angka pensiun menyebabkan banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beroperasi 

dengan jumlah pegawai di bawah kebutuhan ideal. (Anita et al., 2024) menyatakan bahwa 

pengendalian jumlah ASN yang tepat sangat penting untuk mencapai efektivitas dan 

efisiensi, dengan memperhatikan kebutuhan di tingkat daerah. Hal ini akan membantu 

organisasi dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. 

Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan volume pekerjaan tersebut 

berimplikasi pada meningkatnya beban kerja individu, distribusi tugas yang tidak 

proporsional, serta munculnya tekanan kerja yang berkelanjutan. Dalam kondisi demikian, 

pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah dan kompleksitas yang 

tinggi dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Secara teoritis maupun empiris, 

kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan kerja pegawai serta berdampak pada 

menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan (Huang et al., 2023). 

Pengembangan karir merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber 

daya manusia yang berkaitan dengan upaya organisasi dalam meningkatkan kemampuan, 

kompetensi, pengalaman, serta memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mencapai 

perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir tidak hanya berperan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi faktor yang dapat 

mendorong motivasi, komitmen, dan kepuasan kerja pegawai dalam menjalankan tugas 

organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi pada dasarnya tidak terlepas dari peran pegawai sebagai 

pelaku utama dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi. (Dellia Mila Vernia, 2020) 

yang menyatakan bahwa pegawai adalah individu yang terikat dalam hubungan kerja dan 

menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya guna mencapai tujuan organisasi. Lebih 

lanjut, (Khuay et al., 2023) menegaskan bahwa Tanpa karyawan yang kompeten dan 

berkualitas, organisasi tidak dapat memanfaatkan potensi dan sumber dayanya secara 

efektif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk merekrut, 

memilih, dan melatih karyawan, memastikan keterampilan dan pengetahuan mereka 

berkontribusi pada keberhasilan dan kinerja organisasi.. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau 

merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam 

mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di wilayah kepulauan yang 

memiliki karakteristik geografis unik. Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari lebih dari 

2.400 pulau dengan posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang perdagangan 

internasional, terutama dengan Singapura dan Malaysia, menempatkan Disperindag 

Provinsi Kepulauan Riau pada posisi yang memerlukan kapasitas sumber daya manusia 
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yang memadai untuk mengelola berbagai tugas pokok dan fungsi yang diembannya. 
Tabel 1 Jumlah Pegawai di Dinas Perindustrian dan Peragangan Provinsi Kepulauan Riau 2026 

Keterangan Jumlah 

Jumlah PNS 41 

Jumlah PPPK 65 

Total ASN 106 

Sumber: (Sekretariat Diperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2026) 

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi pendahuluan 

tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau saat ini 

memiliki 106 pegawai aktif. Sedangkan berdasarkan data rekapitulasi proyeksi kebutuhan 5 

tahun di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau kebutuhan (ABK) Analisis Beban 

Kerja yang ideal berjumlah 207 pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi tersebut 

beroperasi dengan defisit sumber daya manusia sebesar 48,8 persen dari kebutuhan 

idealnya. Kekurangan staf yang signifikan ini berdampak langsung pada distribusi beban 

kerja, di mana setiap pegawai rata-rata menanggung beban tugas yang melampaui deskripsi 

jabatan formal mereka. Fenomena rangkap jabatan dan penugasan lintas bidang menjadi hal 

yang lazim ditemui, sehingga batas-batas tanggung jawab tugas menjadi kabur dan potensi 

konflik peran semakin besar. Gap kepegawaian ini telah berlangsung dalam kurun 5 tahun 

terakhir dan cenderung semakin melebar akibat beberapa faktor, antara lain:  

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun namun tidak diimbangi dengan 

penambahan pegawai baru 

2. Mutasi keluar pegawai ke instansi lain baik di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau maupun ke instansi vertikal 

3. Terbatasnya kuota formasi CPNS dan PPPK yang dialokasikan untuk dinas ini dalam 

beberapa periode rekrutmen terakhir 

4. Belum optimalnya redistribusi pegawai antar organisasi perangkat daerah  

Kondisi kekurangan staf sebesar 48,8% ini memiliki implikasi serius terhadap 

distribusi beban kerja pegawai yang ada. Hasil observasi awal dan wawancara informal 

dengan beberapa pegawai menunjukkan adanya keluhan terkait beban kerja yang 

berlebihan, di mana seorang pegawai harus menangani beberapa bidang tugas sekaligus, 

kesulitan dalam mengambil cuti atau izin karena tidak ada pegawai pengganti, serta 

seringkali harus menunda atau bahkan tidak dapat menyelesaikan beberapa program kerja 

karena keterbatasan tenaga. Fenomena ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan kerja 

pegawai karena mereka mengalami tekanan kerja yang persisten, terbatasnya waktu untuk 

pengembangan diri, minimnya work-life balance, serta perasaan tidak adil dalam distribusi 

beban kerja. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada 

menurunnya motivasi kerja, meningkatnya stres kerja, tingginya intensi turnover terutama 

di kalangan pegawai muda yang memiliki mobilitas karir lebih tinggi, serta pada akhirnya 

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan 

pelaku usaha di Kepulauan Riau  

 Selain permasalahan kekurangan staf dan meningkatnya beban kerja, pengembangan 

karir juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kepuasan kerja 

pegawai. Pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan, kompetensi, 

pengalaman, serta kesempatan pegawai untuk memperoleh kemajuan karir yang lebih baik 

dalam organisasi (Humaniora et al., 2024). Berdasarkan kondisi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami keterbatasan jumlah pegawai, 

pegawai cenderung lebih berfokus pada penyelesaian tugas pokok maupun tanggung jawab 

tambahan akibat meningkatnya distribusi pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

kesempatan pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, pelatihan, 
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maupun peningkatan kemampuan kerja menjadi kurang optimal, sehingga dapat 

memengaruhi persepsi pegawai terhadap peluang perkembangan karirnya di masa depan. 

Padahal, adanya pengembangan karir yang jelas melalui kesempatan pelatihan, peningkatan 

kompetensi, pengalaman kerja, serta jenjang karir yang terarah dapat menjadi faktor 

pendukung yang membuat pegawai tetap memiliki motivasi dan kepuasan kerja meskipun 

menghadapi tekanan akibat kekurangan staf dan tingginya beban kerja. Oleh karena itu, 

pengembangan karir dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel moderasi yang 

diduga mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kekurangan staf dan beban kerja 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Kondisi kekurangan jumlah staf telah menjadi permasalahan struktural yang dihadapi 

banyak instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. Secara konseptual, kekurangan staf merujuk pada situasi di mana organisasi 

tidak memiliki jumlah tenaga kerja yang memadai untuk menyelesaikan seluruh tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik dari segi kuantitas maupun distribusi 

(Huang et al., 2023). Fenomena ini bukan semata-mata masalah teknis administrasi 

kepegawaian, melainkan telah menjadi isu strategis yang berdampak sistemik terhadap 

kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Kondisi kekurangan staf dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor seperti kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), pensiunnya pegawai senior yang tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai baru, 

mutasi keluar yang tidak terkontrol, serta kesenjangan antara formasi yang disetujui dengan 

realisasi pengangkatan pegawai. 

Pengaruh kekurangan staf yang berada di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang 

memperihatinkan, Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja, 

menurunnya efektivitas program dan kegiatan, serta terbatasnya kapasitas inovasi dan 

pengembangan layanan publik dan berdampak langsung ke kepuasan kerja. Dari perspektif 

individu pegawai,  menciptakan tekanan psikologis karena pegawai yang tersedia harus 

menanggung beban kerja yang seharusnya didistribusikan kepada lebih banyak orang, 

mengakibatkan stres kerja, kelelahan emosional (emotional exhaustion), dan berkurangnya 

work-life balance (Rambe, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Sato, 2025) 

mengemukakan bahwa kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan dapat mengurangi 

kepuasan kerja dengan menggabungkan dampak negatif yang berasal dari kegagalan 

organisasi dan kurangnya investasi dalam teknologi yang menghemat tenaga kerja. Studi 

lain oleh Huang et al. (2023) di Taiwan menunjukkan bahwa kekurangan staf berkorelasi 

kuat dengan menurunnya kepuasan kerja dan meningkatnya intensi untuk meninggalkan 

organisasi. 

Beban kerja merupakan konsekuensi langsung dan tidak terhindarkan dari kondisi 

kekurangan staf yang dialami organisasi. Menurut (Maulidah et al., 2022), Beban kerja 

dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat ketimpangan antara kapasitas 

dan kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus 

diselesaikan, sehingga menciptakan tekanan tersendiri bagi individu dalam menjalankan 

fungsi dan tanggung jawab profesionalnya. (Saragih et al., 2025) mendefinisikan kondisi 

pekerjaan yang melibatkan serangkaian tugas terstruktur yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu, yang mencerminkan volume pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 

tenggat waktu.. Ketika beban kerja melebihi kapasitas individual pegawai, baik secara 

kuantitatif (jumlah tugas terlalu banyak) maupun kualitatif (tingkat kesulitan tugas terlalu 

tinggi), maka akan timbul stres kerja yang merupakan prekursor utama ketidakpuasan kerja. 

Di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, beban kerja  tidak hanya mengacu 

pada kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi juga mencakup kompleksitas tugas, 
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tekanan waktu penyelesaian, tingkat tanggung jawab, serta ketersediaan sumber daya 

pendukung. Ketika beban kerja melebihi kapasitas optimal pegawai, hal ini dapat 

menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti penurunan kualitas output pekerjaan, 

peningkatan kesalahan dalam pengambilan keputusan, kelelahan fisik dan mental, konflik 

peran, serta penurunan kepuasan kerja secara signifikan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Hubungan antara beban kerja dan 

kekurangan staf merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan  merupakan salah satu prediktor 

terkuat terhadap rendahnya kepuasan kerja, bahkan melebihi faktor-faktor lain seperti 

konflik interpersonal atau ketidakjelasan peran (Res, 2021). Studi empiris yang dilakukan 

oleh  (Asma Lidya & Afriyeni, 2025) Beban kerja terbukti berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga peningkatan beban kerja akan diikuti oleh 

penurunan kepuasan kerja staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. 

Penelitian lainnya yang dilakukan (Sholiha et al., 2025) mengidentifikasi bahwa Beban 

kerja yang berlebihan berdampak negatif terhadap kepuasan kerja pegawai organisasi 

perangkat daerah. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aliefiani et al., 2023) 

mengungkapkan bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Adanya peluang untuk meningkatkan kompetensi, mengikuti pengembangan 

kemampuan, serta memperoleh arah karir yang jelas dapat mendorong pegawai untuk tetap 

memiliki motivasi dan persepsi positif terhadap pekerjaannya, meskipun berada dalam 

kondisi dengan tuntutan kerja yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 

pengembangan karir sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara kekurangan staf dan beban kerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai. 

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait hubungan antara kekurangan 

staf, beban kerja, dan kepuasan kerja, serta peran pengembangan karir sebagai faktor 

pendukung dalam organisasi, namun masih terdapat beberapa celah penelitian (research 

gap) yang perlu dijawab dan menjadi dasar pemikiran bagi penelitian ini. Yaitu sebagian 

besar penelitian terdahulu berfokus pada sektor kesehatan  dan pendidikan, sementara kajian 

pada dinas yang membidangi industri dan perdagangan masih sangat terbatas, padahal 

karakteristik pekerjaan dan tantangan yang dihadapi berbeda secara substansial. Lalu, 

penelitian pada organisasi pemerintah daerah di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan 

unik terkait aksesibilitas, mobilitas, dan koordinasi lintas pulau masih sangat jarang 

dilakukan, padahal konteks geografis ini memberikan dimensi tambahan pada kompleksitas 

tugas dan beban kerja pegawai. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji 

variabel secara terpisah (hanya kekurangan staf atau hanya beban kerja) atau melihat satu 

hubungan kausal saja, belum banyak yang mengintegrasikan kekurangan staf dan beban 

kerja dalam satu model penelitian komprehensif untuk melihat pengaruhnya secara parsial 

maupun simultan terhadap kepuasan kerja. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum 

banyak yang mempertimbangkan peran pengembangan karir sebagai variabel yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara kekurangan staf dan beban kerja terhadap 

kepuasan kerja pegawai. Pengembangan karir memiliki peranan penting dalam manajemen 

sumber daya manusia karena dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan pegawai, 

menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta mendorong motivasi kerja. Kondisi tersebut 

pada akhirnya berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja dan memperkuat daya 

saing organisasi, terutama dalam menghadapi tekanan kerja yang semakin tinggi 

(Ismayilova, 2025). Ketika pegawai merasakan adanya jalur karir yang jelas dan peluang 

pengembangan diri yang nyata, mereka cenderung lebih mampu menghadapi tekanan akibat 
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kekurangan staf dan beban kerja yang berlebihan, sehingga kepuasan kerja dapat tetap 

terjaga. Sebaliknya, Ketiadaan pengembangan karir dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kepuasan kerja, terutama ketika disertai dengan tingginya beban kerja. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tanpa adanya peluang pengembangan karir yang memadai, dampak 

negatif dari kekurangan staf dan meningkatnya beban kerja terhadap kepuasan pegawai 

dapat menjadi semakin besar (Rohadatul Aisy et al., 2022) Oleh karena itu, penelitian ini 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan pengembangan karir sebagai variabel 

moderasi dalam model penelitian yang dibangun. 

Penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Yaitu dari segi konteks organisasi, penelitian ini merupakan salah satu 

kajian pionir yang secara spesifik mengeksplorasi dinamika kekurangan staf, beban kerja, 

dan kepuasan kerja dengan mempertimbangkan peran moderasi pengembangan karir pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebuah OPD yang memiliki peran strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah namun belum banyak menjadi objek kajian 

akademis dalam literatur manajemen SDM sektor publik. Lalu, dari segi konteks geografis, 

penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau, sebuah wilayah dengan karakteristik 

geografis kepulauan yang membawa tantangan tersendiri dalam manajemen sumber daya 

manusia seperti mobilitas pegawai antar pulau, koordinasi lintas wilayah yang kompleks, 

dan alokasi sumber daya yang tidak merata, yang berbeda secara fundamental dengan 

daerah yang memiliki wilayah kontinu 

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai 

pedoman dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan 

sektor perindustrian dan perdagangan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Disperindag 

Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk mampu mengoptimalkan pelaksanaan program, 

meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing sektor industri dan 

perdagangan daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada 

kualitas kinerja organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, 

produktif, dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang baik. Namun, adanya keterbatasan 

jumlah pegawai serta meningkatnya beban kerja berpotensi menjadi hambatan dalam 

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan mempertimbangkan permasalahan aktual 

yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terkait 

kekurangan pegawai dan beban kerja yang tinggi, pentingnya kepuasan kerja pegawai dalam 

mendukung kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, potensi pengembangan karir 

sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan antara kekurangan staf dan beban kerja 

terhadap kepuasan kerja, adanya research gap dalam literatur yang perlu dijawab, serta 

urgensi penelitian ini dalam konteks reformasi birokrasi dan pembangunan daerah, maka 

peneliti merasa terdorong dan memandang penting untuk melakukan kajian mendalam dan 

sistematis mengenai “Pengaruh Kekurangan Staf dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Pegawai dengan Pengembangan Karir sebagai Variabel Moderasi pada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.” 

 

METODE 

Menurut Sugiyono (2023), desain penelitian merupakan pedoman atau strategi yang 

disusun peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah 

serta menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini menerapkan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Sugiyono (2023:16) menjelaskan bahwa 
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pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengukuran data 

berbentuk angka dan analisis statistik guna mengetahui hubungan serta pengaruh antar 

variabel penelitian. 

Sifat penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel yang diteliti, yaitu pengaruh Kekurangan Staf (X1) dan Beban Kerja (X2) terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai (Y) dengan Pengembangan Karir (Z) sebagai variabel moderasi. 

Variabel moderasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pengembangan 

karir mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kekurangan staf dan beban kerja 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan objek pada pegawai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Ruang lingkup penelitian dibatasi 

pada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai objek 

penelitian. Variabel yang dikaji meliputi Kekurangan Staf, Beban Kerja, Kepuasan Kerja 

Pegawai, serta Pengembangan Karir sebagai variabel moderasi. 

Dengan adanya pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat lebih terarah dan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Kekurangan Staf dan Beban Kerja 

mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai, serta bagaimana peran Pengembangan Karir 

dalam memoderasi hubungan antar variabel tersebut pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan 

Riau 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau adalah 

instansi pemerintah daerah tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Instansi ini berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi 

Kepulauan Riau, dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Riau 

melalui Sekretaris Daerah. 

Secara yuridis, pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Kepulauan Riau didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai 

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Tugas 

pokok dan fungsinya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. 

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah yang unik 

karena terdiri atas lebih dari 2.400 pulau, dengan posisi yang sangat strategis sebagai pintu 

gerbang perdagangan internasional, khususnya dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini 

menempatkan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau pada posisi yang sangat strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri pengolahan, 

pengembangan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), serta fasilitasi ekspor 

dan impor barang antarnegara. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang teknis, yaitu: Bidang 

Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Pemberdayaan Industri, Bidang 

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, serta Bidang Pengembangan Perdagangan Luar 
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Negeri. Selain itu, terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional yang mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. Sekretariat 

berfungsi memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan dinas, meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan 

ketatausahaan. 

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selaras dengan 

arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, yaitu mendukung 

terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Dalam mencapai 

visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui peningkatan pembangunan sektor perindustrian 

dan perdagangan yang berkelanjutan, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas 

pelayanan, serta optimalisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan serta potensi 

daerah. 

2. Deskripsi Data 

Demografi Responden 

Demografi responden merupakan gambaran umum mengenai karakteristik individu 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Penyajian data demografi bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang responden berdasarkan beberapa aspek tertentu, seperti jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa kerja, maupun karakteristik lain yang relevan 

dengan kebutuhan penelitian. Informasi ini digunakan untuk memberikan pemahaman 

mengenai kondisi responden sehingga dapat mendukung proses analisis dan interpretasi 

hasil penelitian secara lebih mendalam. 

Identifikasi Demografi Responden 
Tabel 1 Jumlah Responden 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang kembali dan dapat diolah 106 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 106 

Total responden 106 

Sumber: Data diolah, 2026 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, seluruh kuesioner yang kembali dan dapat diolah 

berjumlah 106 responden. 

 

Idenifikasi Responden Berdasarkan Usia 
Tabel 2 Responden Berdasarkan Usia 

Kelompok  Usia 

(Tahun) 

Jumlah 

(Orang) 

20 – 30 tahun 13 

31 – 40 tahun 31 

41 – 50 tahun 55 

>50 tahun 11 

Total 106 

Sumber diolah, 2026 
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Sumber diolah, 2026 

Gambar 1 Diagram Responden Berdasarkan Usia 

Distribusi usia responden di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan 

Riau didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 55 orang atau 51,9% dari total 

responden, diikuti kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 31 orang (29,2%), kelompok usia 

20–30 tahun sebanyak 13 orang (12,3%), dan kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 11 

orang (10,4%). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai berada pada rentang usia 

produktif menengah yang umumnya telah memiliki kematangan pengalaman dan 

pemahaman mendalam terhadap tugas serta fungsi instansi. Meskipun demikian, dominasi 

kelompok usia yang lebih tua juga mengisyaratkan perlunya perencanaan regenerasi sumber 

daya manusia secara lebih terstruktur guna memastikan keberlanjutan kinerja organisasi di 

masa mendatang. 

Idenifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
Tabel 3 Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Kelompok Lama Bekerja 

(Tahun) 

Jumlah 

(Orang) 

1 – 3 tahun 6 

3 – 5 tahun 15 

Lebih dari 5 tahun 85 

Total 106 
Sumber diolah, 2026 

 
Sumber: Data diolah, 2026 

Gambar 2 Diagram Responden Berdasarka Lama Bekerja 

Distribusi masa kerja responden menunjukan bahwa sebagian besar responden telah 

memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 85 orang atau 80,2% dari total 

responden. Responden dengan masa kerja 3–5 tahun berjumlah 15 orang atau 14,2%, dan 

responden dengan masa kerja 1–3 tahun sebanyak 6 orang atau 5,7%. Tingginya proporsi 

pegawai dengan masa kerja lebih dari lima tahun mengindikasikan bahwa sumber daya 

13, 12%

31, 28%

55, 50%

11, 10%

20 – 30 31 – 40 41 – 50 >50

6, 6%
15, 14%

85, 80%

1 – 3 3 – 5 >5
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manusia di instansi ini didominasi oleh tenaga yang berpengalaman dan telah memiliki 

pemahaman baik terhadap prosedur serta budaya organisasi. Kondisi ini merupakan aset 

penting bagi instansi, sekaligus mendorong perlunya strategi pengembangan karir yang 

berkelanjutan agar motivasi kerja pegawai tetap terjaga secara optimal. 

Idenifikasi Responden Berdasarakan Pendidikan Terakhir  
Tabel 4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Kelompok Pendidikan terakhir Jumlah Orang 

SMA / Sederajat 27 

Diploma (D1 – D3) 5 

Sarjana (S1) 65 

Pascasarjana (S2 / S3) 9 

Total 106 

Sumber diolah, 2026 

 
Sumber: Data diolah, 2026 

Gambar 3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Distribusi pendidikan terakhir responden menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

responden didominasi oleh kelompok Sarjana (S1) sebanyak 65 orang atau 61,3% dari total 

responden, diikuti oleh SMA/Sederajat sebanyak 27 orang (25,5%), Pascasarjana (S2/S3) 

sebanyak 9 orang (8,5%), dan Diploma (D1–D3) sebanyak 5 orang (4,7%). Data ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan 

tinggi yang relevan dengan tuntutan pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi 

ini diharapkan dapat mendukung kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara lebih 

efektif, meskipun masih diperlukan program peningkatan kompetensi berkelanjutan guna 

mengoptimalkan kemampuan teknis dan manajerial seluruh pegawai. 

3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi Variabel Kekurangan Staf 

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai kekurangan staf disajikan dalam 

tabel berikut 
Tabel 5 Hasil Jawaban Responden Kekurangan Staf 

Pernyataan S

S 

S N TS STS Jumlah 

Saya merasa 

kesulitan 

menyelesaika

n tugas utama 

tepat waktu 

karena jumlah 

rekan kerja 

yang terbatas. 

1

7 

59 28 2 0 106 

 16% 56% 26% 2% 0% 100% 

27, 25%

5, 5%

65, 61%

9, 9%

SMA / Sederajat Diploma (D1 – D3)

Sarjana (S1) Pascasarjana (S2 / S3)
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Kualitas hasil 

kerja saya 

sering 

menurun 

akibat 

kurangnya 

personel di 

unit kerja 

saya. 

1

8 

61 25 2 0 

 

106 

 17% 58% 24% 2% 0% 100% 

Saya merasa 

hasil kerja 

tim secara 

keseluruhan 

tidak 

mencapai 

target optimal 

karena 

kekurangan 

staf 

1

6 

65 23 2 0 106 

 15% 15% 22% 2% 0% 100% 

Keterbatasan 

jumlah 

pegawai 

menghambat 

kecepatan 

proses 

pelayanan 

atau 

operasional 

kantor. 

1

2 

61 32 1 0 106 

 11% 58% 30% 1% 0% 100% 

Saya sering 

dibebani 

pekerjaan di 

luar tupoksi 

(Tugas Pokok 

dan Fungsi) 

saya untuk 

mengisi 

kekosongan 

posisi tertentu 

1

5 

66 24 1 0 106 

 14% 62% 23% 1% 0% 100% 

Banyaknya 

tugas 

tambahan 

yang saya 

terima 

membuat 

saya sulit 

fokus pada 

tanggung 

1

6 

63 25 2 0 106 
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jawab utama. 

 15% 59% 24% 2% 0% 100% 

Adanya 

perbedaan 

pandangan 

antar pegawai 

mengenai 

pembagian 

tugas akibat 

kurangnya 

personel 

1

8 

56 30 2 0 106 

 17% 5

3% 
 

28

% 

2

% 

0

% 

100

% 

Saya merasa 

pembagian 

tugas menjadi 

tidak merata 

di tengah 

kondisi 

kurangnya 

staf. 

1

7 

60 28 1 0 106 

 16% 57% 26% 1% 0% 100% 

Sinergi dan 

koordinasi 

antar bidang 

menjadi sulit 

dilakukan 

karena setiap 

pegawai 

terlalu sibuk 

dengan beban 

masing-

masing. 

2

0 

56 26 4 0 106 

 19% 53% 25% 4% 0% 100% 

Kerjasama 

tim di kantor 

menjadi 

kurang efektif 

akibat 

kelelahan 

fisik dan 

mental karena 

kurangnya 

jumlah staf. 

1

4 

61 30 1 0 106 

 13% 58% 28% 1% 0% 100% 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel kekurangan staf, secara 

keseluruhan terlihat bahwa mayoritas pegawai cenderung menyetujui berbagai pernyataan 

yang berkaitan dengan dampak keterbatasan jumlah personel di tempat kerja mereka. 

Dominasi jawaban Setuju (S) pada setiap butir pernyataan mengindikasikan bahwa kondisi 

kekurangan staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dirasakan 

secara nyata oleh sebagian besar pegawai, baik dalam hal hambatan penyelesaian tugas tepat 

waktu, menurunnya kualitas hasil kerja, maupun lemahnya koordinasi dan kerja sama antar 
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bidang akibat beban kerja yang tidak proporsional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa 

kekurangan staf merupakan permasalahan struktural yang signifikan dan berpotensi 

berdampak langsung terhadap kepuasan serta kinerja pegawai secara keseluruhan 

Deskripsi Variabel Beban Kerja 

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai beban kerja disajikan dalam tabel 

berikut. 
Tabel 6 Hasil Jawaban Responden Beban Kerja 

Pernyataan SS S N TS STS Jumlah 

Target kerja yang 

diberikan kepada saya 

sangat tinggi untuk 

diselesaikan dalam 

waktu singkat 

17 63 26 0 0 106 

 16% 59% 25% 0% 0% 100% 

Saya merasa terbebani 

dengan jumlah 

dokumen atau laporan 

yang harus diselesaikan 

setiap harinya. 

16 58 32 0 0 

106 

 15% 55% 30% 0% 0% 100% 

Saya harus bekerja 

dengan konsentrasi 

tinggi secara terus-

menerus karena tingkat 

kerumitan pekerjaan 

saya. 

13 63 28 2 0 

106 

 12% 59% 26% 2% 0% 100% 

Kondisi lingkungan 

kerja menuntut saya 

untuk selalu siap sedia 

menyelesaikan tugas 

mendadak. 

22 54 29 1 0 106 

 21% 51% 27% 1% 0% 100% 

Saya seringkali harus 

bekerja melampaui jam 

kerja normal (lembur) 

untuk memenuhi 

standar kerja. 

14 69 22 1 0 106 

 13% 65% 22% 1% 0% 100% 

Saya merasa waktu 

yang tersedia tidak 

cukup untuk 

menyelesaikan seluruh 

tanggung jawab sesuai 

standar kualitas 

14 68 23 1 0 106 

 13% 64% 22% 1% 0% 100% 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel beban kerja, terlihat bahwa 

mayoritas responden menyatakan Setuju terhadap seluruh butir pernyataan yang diajukan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat beban kerja yang dialami pegawai di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi, yang tercermin 

dari tekanan target kerja yang padat, intensitas konsentrasi tinggi secara terus-menerus, 
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keharusan menyelesaikan tugas mendadak di luar rencana, serta seringnya pegawai bekerja 

melebihi jam kerja normal. Kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara 

kapasitas sumber daya manusia yang tersedia dengan volume pekerjaan yang harus 

diselesaikan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan 

kepuasan kerja pegawai dalam jangka panjang. 

Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai kepuasan kerja disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 7 Hasil Jawaban Responden Kepuasan Kerja 
Pernyataan SS S N TS STS Jumlah 

Saya merasa nyaman 

dengan fasilitas dan 

suasana fisik di kantor 

saat ini. 

1 25 60 16 4 106 

 1% 24% 57% 15% 4% 100% 

Lokasi dan lingkungan 

sosial di tempat kerja 

mendukung saya untuk 

bekerja dengan baik. 

2 22 58 20 4 106 

 2% 21% 55% 19% 4% 100% 

Pendapatan 

(gaji/tunjangan) yang 

saya terima sudah 

sesuai dengan beban 

kerja yang saya 

jalankan 

3 17 58 24 4 106 

 3% 16% 55% 23% 4% 100% 

Saya merasa imbalan 

yang diberikan dinas 

sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidup 

1 20 59 21 5 106 

 1% 19% 56% 20% 5% 100% 

Kebijakan yang 

diterapkan oleh 

organisasi memberikan 

kemudahan bagi saya 

dalam bekerja. 

1 19 65 16 5 106 

 1% 18% 61% 15% 5% 100% 

Struktur organisasi di 

dinas ini mempermudah 

koordinasi antar bidang 

dalam penyelesaian 

tugas. 

3 24 58 16 5 106 

 3% 23% 55% 15% 5% 100% 

Atasan saya 

memberikan arahan 

yang jelas dan bantuan 

ketika saya menghadapi 

kendala dalam tugas. 

2 17 65 20 2 106 

 2% 16% 61% 19% 2% 100% 
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Saya merasa diawasi 

secara adil dan 

mendapatkan umpan 

balik yang membangun 

dari pimpinan 

3 19 63 18 3 106 

 3% 18% 59% 17% 3% 100% 

Pekerjaan yang saya 

jalani saat ini sudah 

sesuai dengan latar 

belakang pendidikan 

dan keahlian saya. 

3 21 56 22 4 106 

 3% 20% 53% 21% 4% 100% 

Saya merasa bangga 

dan puas dengan posisi 

jabatan yang saya 

emban saat ini. 

2 23 56 25 0 106 

 2% 22% 53% 24% 0% 100% 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel kepuasan kerja menunjukkan 

pola yang berbeda dibandingkan variabel independen. Mayoritas responden memilih 

jawaban Netral (N) pada hampir seluruh butir pernyataan, yang mengindikasikan bahwa 

tingkat kepuasan kerja pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan 

Riau berada pada kondisi yang belum sepenuhnya memuaskan. Kondisi ini terlihat dari 

rendahnya persentase jawaban Sangat Setuju dan Setuju pada aspek-aspek seperti 

kesesuaian gaji dengan beban kerja, efektivitas kebijakan organisasi, kejelasan arahan 

pimpinan, serta kebanggaan terhadap jabatan yang diampu. Temuan ini mengindikasikan 

adanya kesenjangan antara harapan pegawai terhadap kondisi kerja yang ideal dengan 

realitas yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan instansi. 

Deskripsi Variabel Pengembangan Karier 

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pengembangan karir disajikan 

dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 8 Hasil Jawaban Responden Pengembangan Karier 
Pernyataan SS S N TS STS Jumlah 

Latar belakang 

pendidikan saya relevan 

dengan tugas dan 

tanggung jawab yang 

diberikan dinas kepada 

saya 

2 39 52 13 0 106 

 2% 37% 49% 12% 0% 100% 

Dinas memberikan 

kesempatan bagi saya 

untuk meningkatkan 

pendidikan formal guna 

mendukung 

pengembangan karir.. 

5 37 52 12 0 106 

 5% 35% 49% 11% 0% 100% 

Pengalaman kerja yang 

saya miliki selama ini 

menjadi pertimbangan 

3 45 43 15 0 106 
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penting dalam 

penentuan jabatan saya. 

 3% 42% 41% 14% 0% 100% 

Dinas memberikan 

kesempatan rotasi atau 

mutasi jabatan yang 

mendukung 

peningkatan 

pengalaman kerja saya. 

4 38 54 10 0 106 

 4% 36% 51% 9% 0% 100% 

Prestasi kerja yang saya 

capai selama ini diakui 

dan dijadikan dasar 

pertimbangan 

pengembangan karir 

saya. 

3 40 50 12 1 106 

 3% 38% 47% 11% 1% 100% 

Saya merasa sistem 

penilaian kinerja di 

dinas ini sudah adil dan 

transparan dalam 

mendukung 

pengembangan karir 

pegawai. 

3 45 48 10 0 106 

 3% 42% 45% 9% 0% 100% 

Dinas memberikan 

kesempatan pelatihan, 

diklat, atau lokakarya 

yang mendukung 

peningkatan kompetensi 

saya.. 

7 37 50 12 0 106 

 7% 35% 47% 11% 0% 100% 

Saya memiliki jalur 

karir yang jelas dan 

peluang promosi 

jabatan yang terbuka di 

instansi ini. 

3 39 54 10 0 106 

 3% 37% 51% 9% 0% 100% 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel variabel pengembangan karir 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memilih jawaban Netral (N) pada mayoritas 

butir pernyataan, diikuti oleh jawaban Setuju (S). Distribusi jawaban ini mengindikasikan 

bahwa program pengembangan karir yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan namun belum dirasakan secara optimal oleh seluruh 

pegawai. Aspek-aspek seperti kesempatan peningkatan pendidikan, keterbukaan jalur 

promosi jabatan, serta keadilan sistem penilaian kinerja masih dinilai belum sepenuhnya 

memadai oleh sebagian responden. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan 

implementasi program pengembangan karir yang lebih merata, transparan, dan berbasis 

pada kompetensi serta prestasi kerja pegawai. 

 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul 

“Pengaruh Kekurangan Staf Dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dengan 

Pengembangan Karier Sebagai Variabel Moderasi Pada Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi kekurangan staf terbukti menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan 

kerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. 

Ketersediaan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi 

menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang optimal karena sebagian pegawai 

harus menangani tugas di luar tanggung jawab utamanya. Kondisi tersebut 

memengaruhi persepsi pegawai terhadap kenyamanan bekerja, sehingga pemenuhan 

kebutuhan pegawai melalui perencanaan sumber daya manusia yang tepat menjadi 

faktor penting dalam menciptakan kepuasan kerja dan mendukung efektivitas 

pelaksanaan tugas organisasi. 

2. Beban kerja merupakan salah satu aspek yang memengaruhi kepuasan kerja pegawai di 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Pembagian pekerjaan 

yang belum sepenuhnya seimbang mengharuskan sebagian pegawai menyelesaikan 

berbagai tugas dalam waktu yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pengelolaan beban kerja yang proporsional sangat diperlukan agar pegawai mampu 

melaksanakan pekerjaannya secara optimal, mempertahankan kenyamanan dalam 

bekerja, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

3. Pengembangan karier memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. 

Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kompetensi, 

memperoleh pengalaman kerja, serta adanya jenjang karier yang jelas memberikan 

keyakinan kepada pegawai bahwa organisasi mendukung perkembangan profesional 

mereka. Kondisi tersebut mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan rasa memiliki 

terhadap organisasi sehingga kepuasan kerja pegawai dapat terus terpelihara. 

4. Pengembangan karier mampu memperkuat hubungan antara kondisi kekurangan staf 

dengan kepuasan kerja pegawai. Meskipun organisasi masih menghadapi keterbatasan 

jumlah pegawai, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan memperoleh 

prospek karier yang lebih baik mampu membantu pegawai tetap mempertahankan 

motivasi dan semangat dalam bekerja. Dengan demikian, pengembangan karier menjadi 

salah satu strategi yang dapat diterapkan organisasi untuk menjaga kepuasan kerja di 

tengah keterbatasan sumber daya manusia 

5. Pengembangan karier juga berperan dalam memperkuat hubungan antara beban kerja 

dengan kepuasan kerja pegawai. Program pengembangan karier yang berjalan dengan 

baik mendorong pegawai untuk memandang tuntutan pekerjaan sebagai bagian dari 

proses peningkatan kemampuan dan pengalaman kerja. Oleh karena itu, upaya 

organisasi dalam menyediakan kesempatan pengembangan kompetensi secara 

berkelanjutan dapat membantu pegawai menghadapi tuntutan pekerjaan dengan lebih 

baik sekaligus mempertahankan kepuasan kerja dalam mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta kesimpulan yang 

telah dipaparkan sebelumnya, adapun beberapa saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara 

lain: 

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 
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a) Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau perlu secara proaktif mengajukan usulan 

formasi pegawai kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian PANRB berdasarkan 

hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun. Pengajuan formasi 

harus didukung dengan data empiris yang kuat mengenai kebutuhan aktual 

organisasi, terutama mengingat kekurangan staf yang mencapai 48,8% dari 

kebutuhan ideal. 

b) Redistribusi Beban Kerja yang Proporsional. Pimpinan organisasi perlu melakukan 

evaluasi dan penataan ulang distribusi tugas dan tanggung jawab pegawai agar lebih 

merata dan proporsional. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peta beban 

kerja (workload mapping) pada setiap bidang dan seksi, serta peninjauan kembali 

deskripsi jabatan agar sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia. 

c) Penguatan Program Pengembangan Karir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas program 

pengembangan karir bagi pegawai, antara lain: 

1) Meningkatkan akses pegawai terhadap pelatihan teknis dan manajerial yang 

relevan dengan bidang tugas 

2) Menyusun jenjang karir yang jelas dan transparan bagi seluruh pegawai 

3) Menerapkan sistem penilaian kinerja yang adil dan berbasis kompetensi sebagai 

dasar pengembangan karir 

4) Memberikan kesempatan rotasi dan mutasi jabatan yang mendukung 

peningkatan pengalaman kerja pegawai 

2.  Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

a) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memberikan perhatian khusus terhadap 

pemenuhan kebutuhan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penambahan formasi pegawai perlu 

diprioritaskan pada OPD yang mengalami defisit pegawai signifikan seperti 

Disperindag. 

b) Kebijakan Pengelolaan ASN yang Responsif. Diperlukan kebijakan pengelolaan 

ASN yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi, termasuk 

fleksibilitas dalam redistribusi pegawai antar OPD, percepatan proses rekrutmen, 

serta pemberian insentif bagi pegawai yang bersedia ditempatkan di OPD dengan 

beban kerja tinggi. 

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

a) Pengembangan Model Penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

model dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi 

kepuasan kerja pegawai, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, kompensasi, 

atau motivasi kerja, baik sebagai variabel independen, mediasi, maupun moderasi. 

b) Pendekatan Metodologi yang Beragam. Penelitian mendatang dapat menggunakan 

pendekatan kualitatif atau mixed-methods untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai dinamika kekurangan staf, beban kerja, dan 

pengembangan karir dalam konteks organisasi sektor publik. 

c)  Analisis Dampak Jangka Panjang. Penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk 

melihat dampak jangka panjang dari kekurangan staf dan beban kerja terhadap 

kepuasan kerja serta kinerja organisasi, terutama dalam konteks reformasi birokrasi 

dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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